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PENDAHULUAN
Sejak tumbangnya Regim Socharto (Orde

’ Baru), tgl. 21 Mei 1998, Indonesia memasuki fase
" baru dalam systen politik dan penerintahan, yakni
terjadinya pergeseran paradigm dari senfralisasi ke
system desentralisasi. Kalangan Reformis yang
berhasi] menumbangkan Regim Orde Baru, salab
sam cita-citanya adalah mengganti  systein
sentralisasi dengan system desentralisasi sebagai
bagian dari demokratisasi dan menjalankannya
menurut konsep good governance.
Jika dirujuk ke Dbelakang sebelun
tumbangnya regim Orde Bary, dalam kurun \yaktu
yang cukup lama, sejak Soeharto memerintah,
~ Indonesia menjadikan paradigm pembangunan

~ sebagai landasan nilai yang menjadi acaun d@
- seluruh  kebijakan ~ pemerintahan. Untuk

. mudahkan  pelaksanaan paradlgm )’azg
entasi pembangunan ini, pemerintah Orde
menerapkan  sysiem pemerintahan yaﬂ.]s(
ralistik, paternalistic, dan sangal b“’°k’:l‘i’
ratic polity'). Wakiu itu GBHN dau Repelita
instrument utama dari
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ABSTRAK

Mengubah paradigma sentralisai wenjadi desentralisasi, bukanlah hal yang gampang. Masalahnya
g rakyat selama jaman penjajahan Belanda, masa akhir
punmngahm_\ Soekamo (Demokrasi Terpimpin), dan seluruh masa kekuasaan Soehario (Orde Baru).
Karena itu tidaklah terlalu mengherankan jika pengelolaan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah
RE W tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan.
Penerapan l'(onscpSI ini di daerah tampak sekali masih sarat dengan konsepsi sentralistik. Pertanyaannya,
haruskah kita menyerah? Tidak boleh menyerah, sebab sesuatu yang baru memang harus dipelajari
sembari dilaksanakan. Hal yang perlu dicamkan adalah, dalam fase pembelajaran itu jangan sampai
terlalu lama dan berbiaya mahal, apalagi sampai mengorbankan rakyat.

karena di bawah pemerintahan sebelumnya,
ekonomi nasional Indonesia memang terpuruk,
dengan tingkal pengangguran dan kemiskinan yang
sangat tinggi. Di lain sisi investasi asing dapat
dikatakan hampir nihil.

Sebenarnya, "tidak ada yang salah dengan
paradigm pembangunan yang dilaksanakan olch
Orde Baru itu. Hanya saja setclah dijalankan
sekian lama ternyata menimbulkan implikasi,
yakni terselenggaranya system pemerintahan yang
sentralistik. Sistem ini harus diterapkan, karena
menurut pemerintah pembangunan hanya dapat
terlaksana jika tercipta stabilitas politik dan
keamanan, kata lain dari pembungkaman
partisipasi politik rakyat. Dalam perkembangannya
pelaksanaan pembangunan menjadi terpusat,
partisipasi rakyat di nafikkan, rakyat hanya
menjadi objek pembangunan, pemerintah daerah
menjadi pelengkap saja dari systen pemerintzhan
nasional tanpa perlu berbuat apa-apa, terutama
dalam hal perencanaan. Dalam konteks ini terjadi
perencanaan dan pengendalian terpusat. Hal itu
juga menghamskm adanya penyeragaman system




isi objek politik. Partisipasi rakyat dibungkam,
schingga  demokrasi hanya menjadi retorika
penguasa tanpa pernah mewujud dilapangan,

Di era reformasi ini, tepatnya sejak tahun
2001 paradigma sentralisasi berubah menjadi
desentralisasi  dengan diberlakukannya Undang-
Undang No. 22 Thn. 1999 Tentang Pemerintahan
I)at?rah dan Undang-Undang No. 25 Tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ke dua
Undang-Undang itu, daerah (Privinsi dan kab/kota)
. memperoleh kewenangan dalam bentuk otonomi
duerah sebagai konsekwensi dari desentralisasi
untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri
bersama-sama dengan rakyat dengan melibatkan
kearifan local. Menurut ke dua undang-undang ini
Pemerintah Pusat hanya memiliki 5 kewenangan,
yakni dibidang: pertahanan dan keamanan; hukum;
agama; fiscal; dan hubungan lnar negeri. Akan
letapi  setelah ke dua Undang-Undang ini
diberlakukan selama kurun waktu thn. 2001-2004
dirasakan Dbanyak hal yang kurang sesuai dan
kurang  bermanfaat baik dalam  konteks
perkembangan pemerintahan daerah maupun pusat.
Karena itu pada tahun 2004 dilakukan revisi
terhadap ke dua undang-undang terscbut untuk
kemudian lahirlah Undang-Undang No. 32 Thn.
2004 Tentang Pemerintahan Daerali dan Undang-
Undang No. 33 Thn. 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan daerah.

Topik mengenai pergeseran paradigm
sentalisasi ke desentralisasi dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), penting di  kaji  disebabkan
descntralisasi dan good governance, adalah bagian
dari demokratisasi yang sedang dijalankan dewasa
mi. Artinya dalam kehidupan demokrasi, system
pemerintahan yang diterapkan haruslah system
desentralisasi yang dalam pelaksanaannya haruslah
merujuk pada konsep good governance. Jika
merujuk pada saat tumbangnya Orde Baru di Thn,
1998, maka itu berarti paradigm baru ini telah
terselenggara selama kurang lebih 11 tahyr.
Artinya secara teoretic mestinya telah banyak hal
yang dihasilkan, khususnya dalam hal pengclolaan
pemerintahan di daerah. Akan tetapi seperti apa
realitasnya? Pertanyaan ini mengindikasikan
pentingnya pengkajian topic ini.

RUMUSAN MASALAH
Pemerintahan yang sentralistik
dilaksanakan oleh regim Orde Baru — Soeharto

politik, rakyat berada pada

sampai dengan 40 tahun. Kumé
bukanlah waktu singkat. lfhm :
tersebut  sesungguhnya telah mem
generasi. Generasi yang dimaksud adalah
yang terbiasa dengan pemikiran m
pengelolaan  pemerintahan  dan  politik ya
sentralistik dan paternalistic. Gcnm '
ditengarai tidak terbiasa berprakarsa; tidak terbia
mengambil resiko untuk kepentingan rakyat, idak
terbiasa mengelola pembangunan tanpa instruks
dan seterusnya. Generasi ini sebagian besar
mengisi kursi-kursi pemerintahan dalam arti luas
daerah (eksekutif, legislative, dan yudikatif).
ini kemudian meninbulkan permasalahan d
penerapan paradigm baru pemerintahan
desentralisasi termasuk tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) yang merupakan dua
hal yang saling berhubungan dan saling
melengkapi dalam konteks pelaksanaan demokrasi, -
khususnya di daerah. Beberapa permasalahan yang
dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut: 4
1. Munculnya raja-raja kecil di dacrah, baik di
tingkat provinsi maupun di kab/kota
2. Rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah =
kab/kota terhadap pemerintah provinsi
3. Rendahnya  tingkat koordinasi  dalam
pelaksanaan pembangunan di tingkat kab/kota
dan dalam hubungannya dengan provinsi ‘
4. Pengelolaan SDA oleh kab/kota dan provinsi
yang cenderung kabablasan g
5. Tata kelola pemerintahan (good governance)
masih sebatas retorika politik
6. Rendahnya kemampuan menggali  potensi
daerah :
7. Kecenderungan mengabaikan profesionalisme
dalam pelaksanaan pemerintahan.
. Scbetulnya daftar masalah ini masih dapat
diperpanjang,  akan  tetapi untuk konteks
pe'mbahasan ini cukup hal yang disebutkan di at:
Saja yang dibahas untuk memperlihatkan, betapa
karut-mgrutnya pelaksanaan desentrali
(otonomi daerah), apalagi jika dikaitkan den

tata  kelola pemerintahan yang baik (g
governance), -

PEMBAHASAAN
A. Kerangka Teori
1. Sen;n:alisasl dan Desentralisasi

istem  politik . ‘
bertentangan dengan 'm'

kurang lebih 32 tahun lamanya. Bahkan jika




gimne. Seua bal yang dikerjokan harug seiin
penguasa. Sistem politik didesain sedemikiag rupa
sehingga partisipasi rakyat dj bidang politik
seolah-olah berlangsung, padahal sesungguhnya
yang terjadi adalah pemasungan hak-hak politik
rakyat. Partai politik biasanya dibias

akan tetapi harus tunduk pada kemaugs
Partai politik di buat sebagai 1,
politik bukan untuk menegakka
tetapi sebagai alat legitimasi b
mensakralkan kekuasaannya. Datam konteks ini
Miriam Budiardjn3, mengemukakan:  setelah
usainya Perang Dunia 1] banyak sekali Negara
yang tadinya dijajah, kemudian berhasil
memperoleh  kemerdekaannya. Pada umumnya
Negara-negara baru itu, biasa di sebut Negara
berkembang, menjadikan  demokras; sebagai
landasan system politiknya. Akan tetapt demokrasi
itu tidak dilaksanakan sepenuhnya Prinsip-prinsip
authoritarian masih tetap dipegang meneruskan
kebiasaan penjajahnya.  Alasan lainnya, rakyat
Negara-negara baru itu  belum sepenuhnya
memahami demokrasi, sehingga dalam
pelaksanaannya rakyat harus dibimbing dan
diarahkan. Dalam konteks membimbing  dan
mengarahkan itu, penguasa biasanya otoriter.
Untuk konteks Indonesia selama kurang

kan hidup,
1 penguasa.
agian dari system
n demokrasi, akan
ag penguasa untuk

lebih 32 tahun kekuasaan Socharto, dan
sebelumnya  sclama  masa  akhir  kekuasaan
Soekarno, system politik di desain untuk

terlaksananya system sentralisasi. Selama kurun
waktu itu pula terjadi perubaban secara gradual
pada rakyat Indonesia. Sungguhpun rakyat berada
dalam genggaman kekuasaan yang sentralistik,
tetapi harus diakui terjadi perubahan secara gradual
pada  kehidupan rakyat sebagal  akibat
pembangunan. Perubahan di maksud antara lain
adalah mulai membaiknya: tingkat pendidikan,
tingkat ckonomi, keterbukaan terhadap informasi,
mobilitas penduduk bahkan hingga mancanegara
yang menghasilkan pengalaman, dan seterusnya.
Hal ini kemudian menghasilkan kelas menengah
yang sudah bisa menilai keadaan dan merubahnya
menjadi  tuntutan agar peilunya perubahan
paradigm dari pembangunan  centris  yang
sentralistik menjadi paradigm desentralistik yang
adil bagi rakyat dan menghasiikan pola hubungan
antara pusat dan daerah yang lebih adil d;m
Partisipastif. Tuntutan ini sebetulnya adalah bagian
dari tuntutan akan demokratisasi atau perlunya
; pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya. Hal
inilah yang menjadi tuntutan oleh kaum reformis

dan berusaha diterapkan saat mercka bcmlﬂ :

menumbangkan Regim Soeharto. e
Desentralisasi merupakan konsekuensi dari

demokratisasi.  Desentralisasi ~ adalah  azas

penyelenggaraan pemerintahan yang

dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi
menghasilkan pemerintahan local, sebab di sana
terjadi © a superior govemment assigns
responsibility, authority, or funciion to ‘lower’
government unit that is assumed to have some
degree  of authority.' Adanya pembagian
kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang
memadai untuk memaknai kewenangan yang
diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih
rendah (pemerintah local), merupakan perbedaan
lerpenting  antara  konsep desentralisasi  dan

sentralisasi,
UU. No. 32 Thn. 2004 Tentang
Pemerintahan ‘Daerah mendefenisikan

desentralisasi sebagai  penyerahan wewenang
pemerntahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Penyerahan kewenangan kepada daetah
otonom berupa otonomi daerah ini oleh pemerintah
(pemerintah pusat) dimaksudkan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan
daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asias otonomi dan
tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan,
dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, Keistimewaan
dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Selanjutnya di dalam menimbang di dalam
undang-undang ini disebutkan bahwa efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan
aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan
dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan
persaingan global dengan memberikan
kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

Rt > e O

* Shabbir Cheema and Dennis Rondinelli, Decentralizanion §
d Miriam Budiardjo, Pariisipasi Politik di Negara Sedang “b;’SD‘moP ment Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1983,
Berla-mbang Jakarta: rajawali Press, 1981, him. 7. AL
0 yawali Press.
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penyelenggaraan pemerintahan Negara.®
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good
Governance)

Istilah good governance pertama kali
dipopulerkan oleh lembaga dana internasional,
sckitar tahun 90-an. Di masa pemerintahan
Soeharto, lembaga dana intemasional sangat rajin
memberikan bantuan kepada indonesia. Atas nama
pembangunan di segala bidang, Socharto ketika itu
emang sangal gemar mencari utangan di luar
negeri. Menurut Sumarto® lembaga  dana
intemnasional seperti World Bank, UNDP, IMF dan

- luin-lain dalam rangka menjamin dan menjaga

kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada
negara-negara sasaran bantuan. Menurut badan
Internasional itu , bantuan internasional untuk
pembangunan  di negara-negara dunia ketiga,
lerutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa
adanya good governance. Karena itu, good
governance kemudian menjadi isu sentral dalam
hubungan lembaga-lembaga multilateral tersebut
dengan negara-negara sasaran.

Istilah governance seringkali dikacaukan
dengan istilah government. Government dapat
diterjemahkan secara bebas, pemerintah.” Jika
demikian halnya maka istilah pemerintah dapat
dipahami scbagai lembaga bescrta aparaturnya
yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus
negara dan menjalankan kehendak rakyat.
Kecenderungannya lebih tertuju kepada lembaga
eksekutif/kpresidenan (execurive heavy),

Dalam pada it istilah  governance
pengertiannya lebih kompleks. Dikatakan lebih
kompleks, sebab menyangkut beberapa persyaratan
yang terkandung di dalam terminologinya. Hal ini
dikarenakan dalam good governance diwajibkan
keterlibatan  tiga pilar (komponen),  yaitu:
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang
dan saling control (checks and balances), untuk
menghindan penguasaan atau ekploatasi oleh satu
komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah
satu komponen lebih tinggi daripada yang lain,
yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atau dua
komponen lainnya. Dalam konteks ini Sumarto
mengemukakan:

* Lihat Undang-Undang No. 32 Thn 2004 Teatang
Pemerintahan Daerah.

Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 1-2
! Bappenas, Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik,
Jakarta: Bappenas, 2007, him. 5.
* Sumarto, Inovasi, Partisipasi, ... Op.cit., him. |

Gwem_clv. [1Ka
praktek dan tata cara pe
mengatur  sumberdaya
masalah-masalah  public.
governance, pemerintah hanya menj;
actor dan tidak selalu menjadi
menentukan. Implikasinya, peran p
menjadi badan pendorong terciptanya
yang mampu memfasilitasi pihak
komunitas dan sector swasta untuk
melakukan upaya tersebut, !

Berdasarkan argumentasi di atag
dikemukakan defenisi good governance,
pencapaian  kondisi  pemerintahan
terselenggara secara seimbang dengan kerjs
individu dan lembaga, serta antara pen ’
dunia usaha swasta, dan pihak masyarakat. Hal
berarti masing-masing pilar harus saling tahy
yang dilakukan oleh pilar lainnya. Adanya
dialog dapat membantu proses saling mema
perbedaan-perbedaan diantara mereka.
proses tersebut diharapkan akan tumbuh consensy
dan sinergi dalam masyarakat.

Good governance yang diusung oleh
pilar, didalamnya terdapat berbagai pri
Pendapat banyak pihak itu misalnya dikemuk
oleh World Bank, UNDP, JICA, dan banyak p
lainnya. Dari  berbagai pandangan meng
prinsip yang harus dijalankan schubungan dei
pengelolaan good governance ini, Bappenas pM
tidak menetapkan 14 unsur, Yakni:’ Wawasan ke
depan (Visionary); Keterbukaan dan Transparan
(Openness  and Transparency);  Partisipast
masyarakat (Participation); Tanggung gu
(Accountability); Supremasi hukum (Rule of
Demokrasi (Democracy); Professionalisme
Kompetensi (Profesionalism and Compete
Daya  Tanggap (Responsiveness). Penj
masing-masing  unsure dikemukakan seb
berikut :
*  Wawasan ke depan (Visionary)

Semua  kegiatan pemerintahan  be
pelayanan  public dan  pembangunan
berbagai bidang scharusnya didasarkan
Vst dan misi yang jelas discrtai

memiliki - rencana strategis sesuai
bidang tugas masing-masing sebagai pe
arah pemerintahan di masa mends




e Keterbukaan dan Trans

aransi
and Transparency) Sl e

Unsur ini merujuk Pada ketersediaan informasi
dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk
mensetal{m Proses penyusunan, pelaksanaan,
serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah
kebuakm} public. Semua urusan tata
kcpefncm!lallan berupa kcbijakan-kebijakan
public, baik yang berkenaan dengan pelayanan
pyblic maunpun pembangunan di daerah harus
diketahui public. Isi keputusan dan alas an
pengambilan  kebijakan public harus dapat
diakses olch public. Demikian pula informasi
tentang  kegiatan  pelaksanaan kebijakan
tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka
dan dapat diakses oleh public. Dalam hal ini,
aparatur pemerintahan harus bersedia secara
terbuka dan jujur memberikan informasi yang
dibatuhkan publik

Partisipasi masyarakat (Participation)
Partisipasi  inasyarakat  merujuk  pada
keterlibatan aktif  masyarakat dalam
pengambilan keputusan yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar
penyelenggara pemerintahan  dapat  lebih
mengenal warganya berikut cara piker dan
kebiasaan hidupnya, masalah yang
dihadapinya, cara atau jalan keluar yang
disarankannya, apa yang dapat disumbangkan
dalam pemecahan masalah yang dihadapi, dan

sebagainya. Dengan demikian Kkepentingan
masyarakat  dapat disalurkan di  dalam
penyusunan  kebijakan  schingga  dapat

mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi
dan kepentingan masyarakat, serta mendapat
dukungan masyarakat luas. Kehaditan dan
keikut sertaan warga masyarakat dalam forum
pertemuan public, serta keaktifan mercka
dalan menyumbangkan pikiran dan saran
menunjukkan bahwa urusan pemerintahan juga
menjadi urusan mercka dan bukan semata
urusan birokrat.

Tanggung gugat (Acconntability)

Adalah suatu ukuran atau standar yang
menunjukkan  seberapa besar tingkat
kesesuaian  penyelenggaraan  penyusunan
kebijakan public dengan peraturan hukum dart
perundang-undangan  yang berlaku untuk
organisasi public yang bersangkutan. Pada
dasarnya, setiap pengambilan kebijakun public
akan memiliki dampak tertestu pada
sekelompok orang atau seluruh masyarakat,
baik dampak yang menguntungkan ';::
memrugikan, maupun langsung ataupun th
langsung. Oleh karena itu, penyusunan

kebijakan public harus dapat mempértanggung-
jawabkan setiap kebijakan yang diambilmnya
kepada public. -

Supremasi hukum (Rule of law)

Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya
pemberdayaan lembaga-lembaga  penegak
hokum, penuntasan kasus KKN dan
pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran
HAM, peningkatan kesadaran hokum, serta

pengembangan  budaya hokum.  Tidak
diterapkannya prinsip supremasi hokum akan
menimbulkan ketidak-pastian dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Demokrasi (Democracy)

Perumusan kebijakan public dan pembangunan
di pusat dan daerah dilakukan melalui
mekanisme demokrasi. Dalam demokrasi,
rakyat dapat secara akti’ menyuarakan
aKeputusan-keputusan yang diambil, baik oleh
lembaga eksekutif maupun legislative, dan
Keputusan ke dua lembaga terscbut harus
didasarkan pada consensus. Kebijdkan public
yang  diambil  sebaiknya  benarObenar
merupakan hasil keputusan bersama. Apabila
prinsip demokrasi tidak diterapkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, rakyat akan
mempunyai rasa memiliki yang rendah atas
berbagai kebijakan public vang dihasilkan.
Professionalisme dan Kompetensi
(Profesionalism and Competency)

Dalam pengelolaan pelayanan public dan
pembangunan dibutuhkan aparatur
pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan
kemampuan  tertentu.  Oleh  karenanya
dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat

secara  tepat, dengan  memperhatikan
kecocokan  antara  tuntutan  pekerjaan
kualifikast  atau  kemampuan.  Tingkat

kemampuan dan profesionalisme aparatur
pemerintahan yang ada perlu selalu dinilai
kembali. Berdasarkan penilaian itu dimiliki
data dan informasi untuk membenahi
kompetensi aparatur sehingga selalu sesuai
dengan kepentingan organisasi dan kemajuan
Jjaman, :

Daya Tanggap (Responsiveness)

Pemerintah diharapkan selalu cepat tanggap
dengan mengambil segala prakarsa untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi
rakyat.  Aparat juga harus  mampu
mengakomodasi aspirasi rukyat sekaligus
menindaklanjuti-nya dalam  bentuk
peraturan/kebijakan, kegiatan, program atau
proyek.

——
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Efisicnsi dan Efektivitas (Efficiency and
Effectiveness)

Agar dapat meningkatkan kinerjanya, tata

kepemerintahan  membutuhkan dukungan
struktur  yang tepat Oleh karena itu,
pemerintah baik pusat maupun daerah dari
waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan
struktur yang ada, melakukan perubahan
structural sesuai dengan tuntutan perubahan
seperti menyusun kembali struktur
kelembagaan  secara  keseluruhan  serla
menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat.
Dengan begitu capaian kerja pemerintahan
dapat dilakuikan secara optimal, efisien dan
efektf.

Desentralisasi (Decen tralization)

Wujud nyata dari pimsip desentralisasi dalam
tata kelola pemerintahan yang baik adalah
pendelegasian urusan pemerintahan disertai
sumber daya pendukung kepada lembaga dan
aparat yang ada dibawahnya untuk mengambil
keputusan dan menyelesaikan masalah yang
dihadapi. Penerapan prinsip desentralisasi akan
dapat mengurangi beban dan penggunaan
sumber daya pada lembaga dan aparat di
tingkat yang lebih atas, serta dapat
mendayagunakan sumber daya lembaga dan
aparat pada tataran yang lebih bawah sekaligus
dapat mempercepat proses pengambilan
keputusan.

Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan
Masyarakat (Private Sector und Civil Society
Partnership)

Masyarakat dan sector usaha swasta harus
diberdayakan melalui pembentukan Kerjasama
atau kemitraan dengan pemerintah,

Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan
(Commitment to Reduce Inequality)
Kesenjangan dapat memicu konflik dalam
masyarakat yang pada akhimya  dapat
menyebabkan disintegrasi bangsa. Upaya yang
dilakukan untuk untuk mengurangi berbagai
kesenjangan tersebut merupakan wujud nyata
prinsip  komitmen  pada pengurangan
kesenjangan. Tanpa itu, maka berbagai
ketimpangan akan tetap terjadi. Sebab ity
komitmen terhadap pengurangan kesenjangan,
harus dilakukan,

Komitmen pada Perlindungan Lingkungan
Hidup (Commitment to  Environmental
Protection)

pengelolaan sumber daya alam secara
merupakan contoh untuk mewujudkan pr.
komitmen pada lingkungan, E
¢ Komitmen pada Pasar
(Commitment to Fuir Marker)
Upaya pengaitan kegiatan ekonomi mg
dengan pasar, baik di dalam daerah m;
antar daerah merupakan contoh wujud nyge
penerapan prinsip komitmen pady pasar yans
fair. Pengembangan perekonomian masy
tanpa di dukung oleh kebijakan publi¢
tidak mencerminkan komitmen pada pasar
akan menyebabkan rendahnya daya saip
perekonomian. S

yang

B. Analisis (Faktor Determinan — lingkungan,
implikasi, dan dampak dari femmﬁ,;
tersebut)
Pergeseran dari paradigm sentralisasi ke
desentralisasi yang dikelola dengan penggunakas
prinsip good governance, adalah 3y
reformasi. Desentralisasi dan good governance
adalah bagian dari proses demokratisasi menji
penyelenggaraan demokrasi yang sesungsllhﬁ'
Dalam konteks ini dacrah harus diberdayakan dan
diharapkan mau dan mampe
mengimplementasikannya, terutama jf
pengelolaan pemerintahan, yang mencakup segaid
segi kehidupan masyarakat, khususnya di bidas
pemerintahan ity sendir, pembangunan, 08
kemasyarakatan. Hal itu dimaksudkan i
upaya untuk  mempercepat  terwujud
kesejahteraan masyarakar yang adil dan merath
mana - semua pihak menjadi bagian
pengelolaannya. Pihak-pihak yang GIRSSVA
adalah pemerintah, sector usaha swasts, 0%
masyarakat, : .
Berubahnya paradigm sentralisasi me
desentralisasi yang mampu dilaksanakan d
menggunakan prinsi-prinsip good gover
Juga merupakan tuttutan perkembangan
Globalisasi yang sarat dengan Pers®es
mensyaratkan setiap Negara dapat MEU o
setiap dacrahnya sebagai pelaku dalam e
global itu. Daerah yang mampu ’
daerah yang selalu menggagas perubalian s
melaksanakannya dengan melibatkan
stakeholders daerah sedemikian rupa
timbul sinergi yan mampu men
it memiliki metgmliku keunggulan- °
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sekian  lgma

menggembirakan. Faktor-fuktor
mempengaruhi  keberhasilan day, keadaa belum
berhasil, implikasi dan  keadamn 1y,
dampaknya, dikemukakan Pada waian berikyt,
1. Pengaruh Lingkungan (Elsternal
Internal)
Fakta menunjukkan,
desentralisasi yang dikelola di daerah dengan
menggunakan prinsip-prinsip good
keberhasilannya sangat ditentukan
lingkungan, terdin
internal.

yang
dan
dan
Konsepsi

NU vernance
oleh factor

atas  factor eksternal dan

a. Faktor Eksternal

Sungguhpun desentralisasi,
pemberian kewenangan dari pemerintah
kepada pemerintah daerah  untuk
pemerintahannya sendiri sesuai kearifan local yang
berlaku, akan tetapi momitoring dan supervise dari
pemerintah pusat masih diperlukan Supervisi ini
bukan saja dalam bentuk penyediaan regulasi, akan
tetapi juga perlu monitoring dan supervise secara
langsung kepada daerah. Hal it dimaksudkan
bukan untuk mencampuri urusan daerah akan
tetapi untuk memberikan pembelajaran bagaimana
mestinya otonomi daerah yang dikelola dengan
cara good governance dilaksanakan. Sehingga
pengelolaan pemerintahan dengan cura ity benar-
benar bermanfaat baik oleh rakyat maupun oleh
daerah yang ada disekitarnya dan  pemerintah
Provinsi dimana dacrah itu berads.

Persaingan dacrah di tingkat nasional,
regional, dan global sesungguhnya menuntut
adanya struktur organisasi pemerintah daerah yang
Sesuai dengan visi dan misi yang d:usuxllgnyn yang
telah disesuaikan dengan ranch persaingan yung
secara sadar diikuti oleh setiap dacrah. Karena it

al  daerah sekarang, melalui  berbagai
regulasi, terakhir dengan berdasar pada PP. No. 41
Thn. 2008 Tentang Restrukturisasi Perangkat
Daerah  berupaya untuk  membuar  stritktur
Pemerintah daerah sesuai harapan di atas. Dengan
demikian upaya ini menegaskan, bahwa factor
eksternal memang menyebabkan daerah berupaya
diri, saru diantaranya adalah berupaya
membuat strutkru organisasi yang sesuai dengan

konteks pencapaian tujuan dan persaingan antar
daeral,

adalah
pusat
mengelola

b. Faktor Internal

Dalam pada itu factor internal yang
mempengaruhi  keberlangsungan  pelaksanaan
dsentralisasi dan penerapan good governance,
dapat dikemukakan, antara lain, pertama: belum
utuhnya pengakuan terhadap pluralism masyarakat,
vang dapat dilihat dari keikhlasan pemerintah
daerah dalam melibatkan masyarakat dan sector
usaha swasta dalam pemerintahan local dalam
pengertian luas; kedua: Birokrasi masih bekerja
dengan kultur yang dibangun semenjak masa
hindia Belanda, sehingga dinamika social masih
diwarnai (setidaknya mengacu) kepada agenda
pemerintah dan bukan agenda masyarakat yang
diranformasikan menjadi agenda pemerintah;
Ketiga: belum hadimya paradigmn  pembangunan
baru sebagai “tandingan™ atas paradigm lama
(masa pemerintahan Socharto) yang bertumpu
pada segitiga: kaum pemodal - keamanan — dan
birokrasi; dan keempat: berlarut-larumya fase
disorientasi social sebagai akibat dari langkanya
Jiwa Kenegarawanan dari para pemimpin politik
yang ada, sehingga menyulitkan  kita untuk
menemukan  prinsip-prinsip minimal kehidupan

berdemokrasi yang bisa diterima oleh unsur-unsur
masyarakat,

2. lmplikasi 3
Scbagai  implikasi  dari factor-faktor

berpengaruh di atas, pelaksanaan desentralisasi

yang diharapkan dikelola dengan menggunakan

prnsip-prinsip good governance, menghasilkan

hal-hal sebagai berikut :

4. Munculnya ruja-raja kecil di daerah, baik di
tingkat provinst maupun di kab/kota

b. Rendahnya tingkat  Kkepatuhan pemerintah
kab/kota terhadap pemerintah provinsi, bahkan
dengan pemerintah pusat

C. Rendahnys  tingkat  koordinasi dalam
pelaksanaan pembangunan di tingkat kab/kota
dan dalam hubungannya dengan provinsi

d. Pengelolaan SDA oleh kab/kota dan provinsi
yang cenderung kabablasan

Tata kelola pemerintahan (good governance)

masth sebatas retorika polink

. Rendahnya kemampuan menggali  potensi

daerah 2

g Kecenderungan mengabaikan profesionalisme
dalam pelaksanaan pemerintahan

Implikasi yang mengemukan di atas,

hendaknya diakhiri. Sebab hal itu sesungguhnya

telah menjauhkan daerah dari tujuan diberikannya

descutralisasi dengan prinsip good governance.

Implikasi seperti itu jelas sangat buruk bagi upaya

perwujudan kesejahteraan rakyat. Bahkan dapat

o
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dikatakan kescjahteraan rakyat dan demokratisasi
untu mencapai pengelolaan pemerintahan yang
demokratis akan semakin jauh.

3. Dampak

Dampak yang terasa dewasa ini di daerah
sebagai akibatnya melencengnya atau tidak
siapnya daerah mengelola otonomi daerah dengan
menggunakan konsep good governance, adalah
pembangunan  pengelolaan pemerintahan  dalam
pengertian luas, yakni mencakup: pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, menjadi
terganggu. ltu  berarti pemerintah  dengan
ketidakmampuannya itu semakin menjauhkan
dirinya dari rakyat, termasuk dengan para pelaku
usaha swasta.

Good governance setiap hari
dikumandangkan, terutama jika para pejabat
berpidato. Bahkan baik para pelaku uasaha swasta
dan rakyat sendin, juga pandai mengemukakan
good governance. Akan tetapi jika good
governance  dipandang sebagai  pengelolaan
pemerintahan  yang baik dengan melibatkan
pemerintah, sector usaha swasta, dan masyarakat,
maka semua itu tidak ada dilapangan. Ke-3 pihak
masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri.
Pemerintah tetap merasa sebagai pihak yang paling
utama  dalam  pelaksanaan pemerintalian
(Pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan). Artinya pihak pelaku usaha
swasta, dan rakyat tidak pernah dilibatkan. Sebagai
akibatnya terjadilah  pembangunan sesuai
keinginan pemerintah semata. Masyarakat dan
pelaku usaha swasta sebagai pilak yang tidak
dilibatkan tentu saja, mungkin, merasa tidak
memiliki hasil-hasil pembangunan itu. Sebagai
akibatnya protes, berupa demonstrasi dan berbagai
bentuk protes marak terjadi di dacrah.

C. Alternatif Solusi
Konsep desentralisasi yang
diselenggarakan pada daerah otonom dengan
menggunakan prinsip good governance bukanlah
hal yang menjadi bagian dari budaya rakyat
Indonesia. Budaya rakyat Indonesia yang terdiri
atas wilayah daerah-daerah itu, pada umumnya
bersifat paternalistic dengan kata lain bentuk
budaya polin’kpya campuran parochial-subject dan
dibeberapa wilayah khususnya diperkotaan ada
campuran partisipan. Dalam konteks ini karena
budaya paternalistic yang menonjol, maka tidaklah
berlebihan jika dikemukakan budaya politik rakyat
adalab campuran parochial-subject

baru bagi mercka Para clite yang mengisi
pemerintahan, termasuk para pelaku usaha swasta,
adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat
biasa, yang kemudian karena pendidikan dan
privelage berhasil menapaki jalan hidup yang lebih
tinggi lalu menjadi birokrat, elite politik, dan elite
ekonomi, Dengan demikian sebagai pihak yang
berasal dari masyarakat tentu saja ia membawa

budaya masyarakat di mana dia berasal.
Sehubungan dengan argumentasi ini, maka sebagai
alternative solusi dapat dikemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat mestinya mampu member
teladan mengenai pelaksanaan desenralisasi
dan good governance, sehingga ada best
practice yang dapat diikuti oleh daerah
mengenal  bagaimana mengelola  daerah
dengan menggunakan konsep desentralisasi
dan good gevernance

2. Masih diperlukan bimbingan, monitoring, dan
supervise dari pemerintah pusat mengenai
pelaksanaan konsepsi pemerintahan
desentralisasi  yang  dikelola  dengan
menggunakan konsep good governance. Hal
ini disebabkan karena factor sejarah dan factor
budaya yang menempatkan para pelaku
pemerintahan, rakyat dan sector usaha swasta
sebagai pihak yang belum sepenuhnya
memahami konsepsi batu ini.

3. Perlu punishment dan reward bagi daerah
yang telah berhasil mengelola daerahnya
dengan menggunakan konsepsi lesentralisast
dan good governance.

4. Elite-elite tua yang ada di dacrah harus
memberikan  kesempatan kepada  generss!
muda untuk juga menduduki puncak-P“n"alf
kekuasaan dan jabatan-jabatan penting
dacrah. Elitt tua dacrah tidak
memandang kekuasaan sebagai suatu yaub
abadi, akan tetapi sesuatu yang harus
sukarela diberikan kepada pihak yang memané
memiliki kompetensi melalui persaingat
kompetisi yang sehat.

5. Konsep good governance harus dipandané
sebagai gerakan, dalam artian konsepsi I
mesti disosialisasikan kepada masyarakat
sector usaha swasta secara sistemat
terencana disertai dengan upaya nyatd
mewujudkannya.

6. Hal yang tidak kalah oentingny?a
pemerintah, khususnya para elite tud
berada di dalamnya harus sunggub-si
ingin melibatkan rakyat dan pelaky
usaha swasta dalam pengelolaan peme
dalam pengertian seluas-lnasnya.

d“’“ :‘
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PENUTUP

Sebagai penutup  dapar dikemukakan,
- mengubgh ~ paradigm  sentralisgi menjadi
desentralisasi, bukanlah hal yang  gampang,
Masalahnya konsepsi sentralisas; telah dipahami

oleh rakyat selama jaman penjajahan Belanda,

masa akhir pemerintahan Soekarno (Demokrasi

Terpimpin), dan seluruh masa kekuasaan Soeharto
(Orde Baru). Karena iw tidaklah terlalu
mengherankan  jika pengelolaan  desentralisasi
dalam  bentuk  otonomi dacrah  dengan
menggunakan konsep good governance tidak
berlangsung  sebagaimana yang  diharapkan
Penerapan konsepsi ini di dacrah tampak sckali
masih  sarat  dengan konsepsi  sentralistik.
Pertanyaannya, haruskah kita menyerah? Tidak
boleh menyerah, sebab sesuatu yang baru memang
harus dipelajari sembari dilaksanakan. Hal yang
perlu dicamkan adalah, dalam fase pembelajaran
itu jangan sampai terlalu lamna dan berbiaya mahal,
apalagi sampai mengorbankan rakyat

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas, Penerapan Tata Pemerintahan yang
Baik, Jakarta: Bappenas, 2007

Budiardjo, Minam, Partisipasi Politik di Negara
Sedang Berkembang, Jakarta: rajawali Press,
1981

Cheema, Shabbir and Dennis  Rondinclli,
Decentralization and Development, Beverly
Hills, CA: Sage Publications, 1983

Rasyid, M. Ryaas, Otonomi Daerah: Latar

: Belakang dan Masa Depannya, Jumal Ilmu
Politik No. 18. Thn, 2002

Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan  Good
Governance, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2004.

Waris, Irwan, Llite Di Sulawesi Selatan: [’e/'an
Elite Lokal dalam Partisipasi I’ol{uk
Masyarakat, Tesis S-2, Jurusan [lmu Poliuk
Program Pascasarjana UGM, 1994.

e

1
JIA - Fakultas Jinu 4,,,“WMUNSUB—W”0” 53




